PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5, Palangka Raya 73112
Telepon: (0536) 3231414, 3231474, 3231456; Faksimile: (0536) 3231454 email : dpmptsp@Xkalteng.go.id
Website : https://dpmptsp.kalteng.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 188.44/12/S.VIDPMPTSP-2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NOMOR : 188.44/03/S.V/IDPMPTSP-2022
TANGGAL 7 JANUARI 2022 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang . a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi atas adanya perubahan
nama jabatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu dan dalam rangka pelaksanaan layanan
informasi publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah
perlu menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kalimantan Tengah,;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengabh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah Swatantra Tingkat | Kalimantan Tengah dan Perubahan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Swatantra Tingkat | Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 sebagai Undang — undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 2007, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4724);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Publik;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 57 Tahun 2013
tentang Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah;

Peraturan Gubernur Kalimantan Tangah Nomor 43 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Tengah;

Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/
135/2017 Tanggal 22 Maret 2017 tentang Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;

Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 / 531 /
DPA-SKPD / 2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang
Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran
2022.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU . Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Tengah dengan susunan dan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA . Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melaksanakan Penyediaan Informasi Publik;

2. Membuat Daftar Informasi Publik;

3. Melaksanakan pengujian konsekuensi untuk di sampaikan ke
PPID Utama;

4. Melaksanakan pengklasifikasian informasi dan/atau
pengubahannya;

5. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan dan
pengamanan informasi;

6. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang
diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;

7. Membuat laporan dan evaluasi bulanan/tahunan pelaksanaan
layanan informasi publik yang disampaikan kepada PPID Utama
setiap tahun paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun berakhir.

KETIGA . Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaporkan
kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dalam hal ini
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.

KEEMPAT . Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 Cg. Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA . Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan
diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Maret 2022

Plt. KEPALA DINAS,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

& )l SUTOYO, S.STP
Pembina Tingkat |
NIP. 197910112000121001

Tembusan:

1.

arwON

Gubernur Kalimantan Tengah

Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangkaraya (sebagai laporan).
Kepala BKPP Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya.

Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya.

Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya.

Masing — masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



LAMPIRAN | KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 188.44/12/ S.V/IDPMPTSP-2022
TANGGAL : 10 Maret 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No. JABATAN PPID JABATAN INSTANSI

l. Atasan PPID Pembantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Il. Tim Pertimbangan 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Penanaman Modal

2. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Penanaman Modal

4. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal

ll. | PPID Pembantu
1. Ketua Sekretaris
2. Sekretaris Analis Kebijakan Esther Mutiara L. Tobing, S.Hut., M. Si.

IV. | Bidang — Bidang , Petra J. Birim, S.E., M.Si.
1. Bidang Pelayanan Informasi Vuji Ervina, S.STP., M.IP.
Sylvana Anethe, S.T., M.T.
Citra Wisdaria, S.Hut.
Debby Selvyanti, S.T., M.T
Enny Milida, A.Md

2. Bidang Dokumentasi dan Arsip Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Kasubbag Keuangan dan Aset
Yulian Wiratno, S.Sos., MAP.
Mukti Aji, S.Hut., M. Si.

Nanik Triastuti, S.Kom

Desi Noor Linda, A.Md. Kom.
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3. Bidang Pengaduan dan

Fasilitasi Sengketa Ir. Hersiati, M. Si.

John Deddy Pariatno, S.T.

Jani Dwipriambodo, ST., M. Si.
Arun Totok Wibowo, ST., M. Ling.
Eka Desinta, S.S.

Gersom L. Panjaitan, S.S.
Imanuel Einstein, A.Md

NogkrwhpE

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Maret 2022

Plt. KEPALA DINAS,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

2l suTOYO, S.STP
Pembina Tingkat |
NIP. 197910112000121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara




LAMPIRAN Il  KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 188.44/12/S.VV/DPMPTSP-2022
TANGGAL : 10 Maret 2022

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tugas Bidang Pelayanan Informasi

1.

Memberikan Pelayanan Informasi yang cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan
aturan yang berlaku.

Menyediakan informasi terkait Perencanaan dan Pengembangan lklim Penanaman
Modal, yang meliputi Informasi Potensi Daerah, Deregulasi Penanaman Modal, dan
Perencanaan Penanaman Modal.

Menyediakan informasi terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi informasi
terkait Penyelenggaraan Perizinan dan Non-perizinan serta pengaduan.
Menyediakan informasi terkait kegiatan Promosi Penanaman Modal yang meliputi
Sarana dan Prasarana Promosi, Pengembangan Promosi Penanaman Modal dan
Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal.

Menyediakan informasi terkait Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
yang meliputi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Evaluasi dan
Pembinaan Penanaman Modal, serta Pengolahan Data (PMA/PMDN).

Menyediakan informasi rencana dan realisasi pelaksanaan Kkegiatan Satuan
Organisasi Perangkat Daerah.

Menyediakan informasi Keuangan Negara sesuai Undang-Undang yang berlaku

(Ringkasan Laporan Keuangan).

Tugas Bidang Dokumentasi dan Arsip

1.

a & N

o

Menyediakan Informasi dalam bentuk dokumen pendukung.

Menetapkan Prosedur Operasional penyebarluasan informasi publik.

Melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi publik.

Melakukan pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya.

Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk
memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP).

7. Mendokumentasikan, menyimpan, dan melakukan pengamanan informasi.



Tugas Bidang Pengaduan dan Fasilitasi Sengketa

1.

Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan

yang diajukan oleh pemohon informasi publik;

2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;

Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi
informasi publik;

Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Maret 2022

. KEPALA DINAS,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

i sutovo, ssTP
Pembina Tingkat |
NIP. 197910112000121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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